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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul * Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” yang memilih masalah
bagaimana tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam perspektif hukum
positif, dan dalam perspektif hukum pidana Islam. Serta bagaimana persamaan dan
perbedaan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yaitu merujuk pada beberapa
literatur yang bersangkutan dengan tema yang diteliti, dimana dalam penelitian ini
data yang diperoleh adalah berasal dari bahan primer dan bahan sekunder, teknik
pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data-data,
mengorganising kemudian mengeditnya sehingga menjadi karya tulis.

Dalam hukum positif mempekerjakan anak di bawah umur adalah sebuah tindak
kejahatan. Fenomena pekerja anak jelas melanggar Undang-undang yang berlaku.
Dalam hal ini, Pemerintah sudah memiliki Undang-Undang yang bisa melindungi anak-
anak dari praktek tersebut. Setidaknya ada dua Undang-undang yang bisa digunakan
yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Dalam kedua undang-undang tersebut telah dijelaskan
larangan mempekerjakan anak di bawah umur begitu juga dengan ketentuan pidana
bagi para pelaku yang melanggarnya.

Adanya persamaan dan perbedaan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah
umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam tidak terlalu signifikan.
Seperti, kalau dalam hukum positif tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur
di bahas lebih khusus dan terperinci pasal demi pasal. Sedangkan dalam hukum pidana
Islam hanya di bahas sebahagiaan saja.

Dari kesimpulan di atas maka disarankan kepada seluruh masyarakat,
khususnya umat Islam bahwa praktek mempekerjakan anak di bawah umur adalah
adalah suatu tindak pidana kejahatan yang akan diberikan sanksi bagi para pelakunya.
Seperti yang sudah disebutkan diatas. Agar masyarakat lebih berhati-hati dalam
bertindak dan bisa membedakan mana tindakan yang melanggar hukum dan tindakan
yang tidak melanggar hukum.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa
harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya. Mereka adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus
cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan
sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada
masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut
maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak
mulia.’ |

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
jelas dicantumkan bahwa anak berhak mendapatkan hak hidup, hak tumbuh
kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendaput perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.’

'Undang-undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, (Bandung:
Citra Umbara, 2003), 1
*Ibid. 7



Negara, pemerintah, masyarakat ,dan orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan anak.’ Dalam hal ini keluarga
mempunyai peranan yang sangat penting. Meskipun bukan menjadi satu-satunya
faktor, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan
kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam
keluarga yang baik, seorang anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan
perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa.® Seorang anak
pada waktu dilahirkan, bukanlah seorang yang suci, bukan pula jahat. Dia
menjadi sebagaimana yang telah diperbuat oleh orang-orang yang bersangkutan
dengannya. Orang-orang ini, tiada lain adalah orang tua. Mercka adalah guru-
guru pertama dan utama dari anak-anak (kecil) mereka. Dengan demikian
merupakan suatu kewajiban bagi orang tua untuk merawat, menjaga, dan
memeliharanya dengan baik dengan cara yang paling pantas agar anak dapat
mengetahui hak dan kewajibannya. Di samping itu para orang tua juga harus
memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal supaya anak bisa berkembang
dan mampu menghadapi dan mengatasi problema hidup yang akan dia hadapi

dan kelak agar menjadi orang yang baik, beradab, berbudaya, terhormat, bijak,

3.
Ibid. 12

4 Fuaduddin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender,

1999), 5



patuh terhadap hukum, dan menjadi warga Negara yang bertanggung jawab
dalam kehidupan mereka di masa datang.’

Namun dalam kenyataanya tidak semua anak Indonesia di era globalisasi
ini sudah mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Masih
banyak anak Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai anak terlantar, baik
terlantar dalam arti lahiriyah, terlantar dalam arti rohaniah maupun terlantar
dalam arti sosial.

Undang-undang mengatakan bahwa anak terlantar itu diartikan adalah
anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan tanggung jawabnya
dalam membimbing, mendidik, dan mengembangkan anak itu secara wajar baik
dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial.® Karena suatu itu bermacam-
macam namun yang lebih dominan adalah sebab ekonomi, karena kondisi
ckonomi dari pada keluarga, maka anak menjadi korban. Seperti fenomena ﬁng
terjadi di kalangan masyarakat sekarang, seorang anak yang scharusnya
mendapatkan haknya di mana dalam mengisi waktu schari-hari dengan
mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak, mereka harus berhadapan
dengan kerasnya dunia kerja. Seperti terdapatnya buruh pada dunia usaha yang
terdiri dari anak-anak di bawah umur yang mengakibatkan banyak anak-anak di

bawah umur bekerja paruh waktu memberikan jasa-jasa di tempat umum lainnya

5 Akhlaq Husain, Menjadi Orangtua (Muslim) Terhormat, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 151
Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, 4



yang dapat membahayakan kesclamatan jiwa anak-anak tersebut. Hal ini jelas

melanggar Undang-undang yang berlaku.

Pemerintah sudah memiliki Undang-Undang yang bisa melindungi anak-
anak dari praktek ini. Setidaknya ada dua Undang-undang yang bisa digunakan
yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 13 tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan.

Fenomena pekerja anak sebenarmnya adalah fenomena yang tidak Islami.
Masa kanak-kanak adalah masa-masa bermain penuh keceriaan dan tanpa beban.
Masa kanak-kanak adalah hak bagi setiap anak untuk mengalaminya. Bila sejak
kecil saja mereka sudah dibebani beban ekonomi, maka akan menyebabkan
tumbuh kembang anak yang tidak baik.

Dalam Islam, perintah untuk menjaga sekaligus melindungi ‘anak
merupakan suatu keharusan sebagaimana firman Allah :
(e HLdly 2T 3455 6 Sl Kokt i,, L ;-;,'JT L{._&;

.- s f- 41~

- s - Nl s e
@ Oars: L Oglainy fa e

Artinya : Hai orang-orang yeng beriman, pelibaralash dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakamya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang fpenntalzkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan.’(QS. at-Tahrim : 6)

? Departemen Agama R|, al-Qur'an dan terjemahnya, 951



Penjabaran tentang pemeliharaan dalam surat At-Tahrim ayat : 6 di atas

cukup jelas jangkauannya. Pemeliharaan dan pengurusan anak merupakan

perwujudan nyata dan tanggung jawab terhadap anak. Peningkatan kesadaran

terhadap anak merupakan kunci keberhasilan dalam permasalahan mengasuh

anak yang dipersiapkan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan

menjadi warga Ncgara yang baik.

. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas maka dalam studi ini akan

diidentifikasikan kepada beberapa masalah, yaitu :

1.

Fenomena mempekerjakan anak di bawah umur yang sedang terjadi pada
masyarakat Indonesia.

Perlindungan yang harus diberikan pada seorang anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pekerja anak di Indonesia.
Bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang pada anak di bawah umur.

Tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam perspektif hukum
positif.

Tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam perspektif hukum
pidana Islam

Sanksi hukum terhadap tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur

dalam perspektif hukum positif



8. Sanksi hukum terhadap tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur
dalam perspektif hukum pidana Islam

9. Persamaan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam
perspektif hukum positif dan dalam hukum pidana islam

10. Perbedaan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam

perspektif hukum positif dan dalam hukum pidana islam

C. Batasan Masalah
Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasikan di atas, maka masalah
yang akan di bahas dalam studi ini terbatas hanya pada :
1. Tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam perspektif hukum
positif
2. Tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam perspektif hukum
pidana islam
3. Persamaan dan perbedaan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur

dalam perspektif hukum positif dan dalam hukum pidana islam

D. Rumusan Masalah
Berkaitan dengan latar belakang di atas maka penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam

perspektif hukum positif?



2. Bagaimana tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam
perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tindak pidana mempekerjakan anak di
bawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?
E. Kajian Pustaka
Masalah yang pcnulis angkat scbagai skripsi yang mcrupakan karya
ilmiah dalam mencmpuh program S1 ini memang bukan masalah baru, tetapi
pembahasan yang terkait dengan persoalan terscbut bukan merupakan
penjiplakan dari skripsi yang terdahulu. Skripsi ini pernah di bahas oleh saudara
Eko Prasetyo pada tahun 2009, di dalam skripsinya yang berjudul “Analisis
Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak di Bawah Umur di Desa
Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban™ dalam skripsi tersebut
penulis membahas tentang motivasi mempekerjakan anak di bawah umur di
daerah tertentu yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan secara langsung,
di kaji dengan menggunakan Undang-undang No.l13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan hukum Islam secara umum bukan dari segi figih jinayah.
Pernah juga dibahas oleh saudari Marya Ulfah yang berjudul “Pandangan Hukum
Islam Tentang Sanksi Hukum Atas Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial

Anak Dalam Pasal 88 Undang-Undang RI No0.23 Tahun 2002 Tentang

® Eko Prasetyo, Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak di Bawah Umur di Desa
Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, (Skripsi Pada Jurusan AS Fakultas Syari’ah IAIN
Sunan Ampel Surabaya), 2009



Perlindungan Anak.” Dalam skripsi ini penulis membahas tentang sanksi hukum
bagi para pelaku tindak eksploitasi seksual anak yang dikaji dengan
menggunakan Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
ditinjau dari hukum Islam secara umum bukan dari segi figih jinayah dan hanya
berkisar tentang kajian buku.

Scdangkan dalam skripsi ini penulis membahas tcntang fenomena
mempekerjakan anak di bawah umur yang ditinjau dari segi hukum positif dan
hukum pidana Islam, dan dikaji secara studi komparasi. Sepengetahuan penulis
belum ada skripsi yang melakukan studi komparasi antara hukum positif dan
hukum pidana Islam (fiqib jinayah).

F. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam
perspektif hukum positif. |
2. Untuk mengetahui tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam
perspektif hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tindak pidana mempekerjakan
anak di bawah umur antara perspektif hukum positif dan hukum pidana

Islam.

® Marya Ulfah, Pandangan Hukum Islam Tentang Sanksi Hukum atas Kejahatan Eksploitasi Seksual
Komersial Anak dalam Pasal 88 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Skripsi Pada
Jurusan SJ Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), 2006



G. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan
tentang mempekerjakan anak di bawah umur.
b. Diharapkan dapat dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan
untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Secara Praktis
Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dalam hukum
pidana Islam bagi orang tua dalam memelihara anak khususnya dalam

mempekerjakan anak di bawah umur.

H. Definisi Operasional

» Tindak Pidana : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana
larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi
barang siapa melanggar larangan tersebut.

» Mempekerjakan :Tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau
memeras (jasa atau kemampuan) seseorang untuk memperoleh keuntungan (nilai

ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.'®

bt Undang-undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, 50
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Anak di bawah Umur: menurut undang-undang anak di bawah umur adalah anak
yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,'!
sedang dalam hukum Islam yang dikatakan anak di bawah umur adalah anak
yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-lakl
atau belum berusia 15 tahun.'

Hukum Positif : Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini
sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh
atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia "

Hukum Pidana Islam  : Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat
dibebani kewajiban), sebagai pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci

dari Al-Qur'an dan Hadis*

Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, membahas hal-hal yang menyangkut tentang
metode penelitian, tahapan-tahapan pembahasan tersebut terdiri atas :
1. Data yang di kumpulkan
Data mengenai Perlindungan Anak khususnya Data tentang pekerja anak

di bawah umur

 Ibid, 4

'? Jawad Mughaniyah, Terjemah Figih Lima Mazhab, Alih bahasa Masykur dkk, (Jakrta: PT Lentera
Basritama, 2001), 317

** Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, (Yogyakarta: FH UTI Press, 2004), 3

" Ahmad wardi muslih, Hukum pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix
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2. Sumber data

Karena penelitian ini bersifat literer maka sumber datanya berupa buku-
buku yang terkait dan dokumen-dokumen tentang perundang-undangan.
Adapun buku-buku atau kitab-kitab yang dijadikan literatur pokok dalam
menyusun skripsi ini adalah :
a. Sumber Primer

1. UU RI No. tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Beserta

penjclasannya.
2. UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Beserta

penjelasannya.

b. Sumber Sekunder

1. Asyhadie, Zaeni. 2007, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukﬁman
Kerja. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

2. Muhammad Jawad Mughniyah. 2001, Figih Lima Mazhab. PT
Lentera Basritama, Jakarta

3. Ahmad Wardi Muslih. 2005, Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika,
Jakarta

4. Abdul. Qadir Audah, 1963, at-Tasyri’ al-Jinai al-Islami. Dar al-

Fikr, Beirui
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3. Metode Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian dibutuhkan data yang sesuai dengan tujuan
penelitian, sedangkan untuk mendapatkan data-data tersebut perlu
menggunakan metode yang sesuai dan dapat mengangkat data yang di
butuhkan. Karena ini merupakan penelitian literatur maka metode yang
penulis pergunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode studi
pustaka (blibliographie reseach) yaitu mencari data atau informasi, berupa
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, jurnal, dan dokumen
peraturan-peraturan lainnya.
Tehnik ini di pakai untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan
mempekerjakan anak di bawah umur.

4. Tehnik Analisis Data
Hasil dari simpulan pengolahan data tersebut akan dibahas dan dimﬂisis
dengan menggunakan metode, yaitu :
» Induktif :
Metode ini adalah di mulai aengm menggunakan kenyataan yang bersifat
khusus dari hasil penelitian schingga dapat dirumuskan dengan
kesimpulan yang bersifat umum. Dengan demikian akan diperoleh data
tentang mempekerjakan anak di bawal umur dalam perpektif hukum

positif dan hukum pidana Islam.
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» Komparatif :
Metode ini digunakan untuk meneliti hubungan beberapa data yang
diperoleh kemudian membuat suatu perbandingan antara kedua data
tersebut khususnya dari segi mempekerjakan anak di bawah umur dalam
perspektif hukum positif dengan mempekerjakan anak di bawah umur

menurut hukum pidana Islam kemudian ditarik kesimpulan

J. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, perlu
dijabarkan sistematika penulisannya, sebagai berikut :

Bab Pertama berisikan Pendahuluan yang merupakan gambaran secara
umum dari keseluruhan pembahasan skripsi yang mengarah pada inti
pembahasan, meliputi : Latar Beiakang Masalah, Identifikasi dan Batasan
Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan
Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang Tindak Pidana Mempekerjakan Anak dibawah
Umur dala Perspektif Hukum Positif, yaitu meliputi : Tindak pidana dalam
Hukum Positif, Mempekerjakan Anak dalam Hukum Positif, Perlindungan Anak
dalam Hukum Positif

Bab Ketiga berisi tentang Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di bawah

Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, yaitu meliputi : Tindak Pidana
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dalam Hukum Pidana Islam, Mempekerjakan Anak dalam Hukum Islam,
Perlindungan Anak dalam Hukum Islam.

Bab Keempat berisi tentang : Analisis Tindak Pidana Mempekerjakan
Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam,
yaitu meliputi : Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak
di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif, Analisis Hukum terhadap
Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam, Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di
Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif dau Hukum Pidana Islam.

Bab kelima adalah Penutup, bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari

Kesimpulan dan Saran.
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BAB II
TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR

DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif
1. Pengertian tindak pidana

Pengertian tindak Pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dalam pengertian lain menjelaskan tindak pidana ialah suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini

dapat dikatakan merupakan “subjek tindak pidana”.'®
2. Macam-macam tindak pidana

Dari isi berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat
ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang

dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (badan legislatif).'®

Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan

beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia,

5 Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum di Indonesic, (Bandung : PT. Eresco, 1989), 55
16
Ibid, 30
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ialah penggolongan kejahatan dan pelanggaran.atau dalam bahasa Belanda

misdrijven en overtredingen.

Penggolongan ini pertama-tama terlihat dalam kitab undang-undang
hukum pidana atau KUHP yang terdiri dari tiga buku. Buku I memuat
pene:niuan-penentuan umum (algemene leersukken). Buku I memuat
penyebutan tindak-tindak pidana yang masuk golongan “kejahatan” atau
misdrijven. Buku IIl memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang masuk

golongan “pelanggaran” atau overtredingen.

Kata-kata “kejahatan” dan “pelanggaran” kini merupakan istilah-
istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah misdrijfdan overtrading dalam
bahasa belanda. Misdrijf atau “kejahatan” berarti suatu perbuatan yang
tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada
“perbuatan melanggar hukum.” Overtrading atau “pelanggaran” berarti suatu
perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum , berarti
tidak lain daripada “perbuatan meianggar hukum.” Jadi sebenarnya arti kata
dari kedua istilah itu sama, maka dari kata arti tidak dapat dilihat perbedaan

antara kedua golongan tindak pidana ini

Maka diantara para penulis sarjana hukum Belanda dipikirkan apakah
gerangan perbedaan antara kedua macam iindak pidana “kejahatan” dan

“pelanggaran” ini.
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Ada dua cara untuk menemukan perbedaan ini, yaitu kesatu : secara
meneliti maksud dari pembentuk undang-undang; dan kedua: secara meneliti
sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam
Buku I KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam

Buku ITII KUHP di lain pihak.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur
lahir. Oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang

ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir."”

Di samping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya
diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai
perbuatan, hal ikhwal mana olch Van Hamel di bagi dalam dua goloﬁgan,
yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang

mengenai di luar diri si pembuat.

Unsur-unsur dalam tindak pidana meliputi'® :
o Subjek tindak pidana
Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana

adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada

7 Moeljanto, Azas-azas Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), 58
¥ Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum di Indonesia, 55
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perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang
menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu,
juga terlihat pada ujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-

pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.
Perbuatan tindak pidana

Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada
perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana.
Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan delicts-omschrijving.
Misalnya dalam tindak pidana “mencuri’, perbuatannya dirumuskan
sebagai “mengambil barang”. Ini merupakan perumusan secara “formal”,
yaitu benar-benar disebutkan ujud suatu gerakan tertentu dari badan

seorang manusia.

Sebaliknya perumusan secara “material” memuat penyebutan suatu
akibat yang discbabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana
“membunuh”, yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai

“mengakibatkan matinya orang lain”.

Perbedaan perumusan “formal” dan “material” ini tidak berarti,
bahwa dalam perumusan “formal” tidak ada suatu akibat sebagai unsure
tindak pidana. Juga dalam tindak pidana dengan perumusan “formal”

selalu ada akibat yang mnerupakan alasan yang diancamkannya hukuman
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pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang

lain atau kepentingan Negara.
e Hubungan sebab musabab

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu
akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan
orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab (causal
verband) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tersebut.
Maka di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam
tentang sebab musabab (causalitas) pada umumnya, di bidang hukum pada
khususnya, termasuk bidang hukum perdata, dalam hal “perbuatan

melanggar hukum” (onrechtmatige daad).
¢ Sifat melanggar hukum

Biasanya oleh para penulis Barat dikatakan, bahwa sifat penting dari
tindak pidana (strafbaar feit) ialah onrechmatigheid atau sifat melanggar

hukum dari tindak pidana itu.

Hal ini, dalam rangka semua uraian di atas, sebenarnya sudah
semestinya. Bahwa tindak pidana adalah perumusan dari hukum pidana yang
memuat ancaman hukuman pidana atas pelarggaran norma-norma hukum

yang ada di bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum tata Negara, dan
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hukum tata usaha Negara. Maka adanya hukum pidana dengan tindak-tindak
pidana yang dirumuskan di dalamnya itu, bersumber pada pelanggaran-
pelanggaran hukum di bidang-bidang hukum lain tadi. Jadi dengan sendirinya
dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau

onrechmatigheidtadi.
e Kesalahan pelaku tindak pidana

Sekarang, tiba waktunya untuk membahas suatu unsur yang
menghubungkan si pelaku dengan ketiga unsur tadi, yaitu perbuatan,

akibat, dan sifat melanggar hukum.

Oleh karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini
adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak
pidana. Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang Aapat
dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Baru kalau ini tercapai, maka
betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi

hukuman pidana.

Misalnya, dalam keadaan mimpi, seorang dapat melakukan perbuatan
yang masuk perumusan perbuatan yang dilrang dalam suatu pasal ketentuan
hukum pidana. Seorang yang sedang tidur, dalam kcadaan mimpi dapat
menendang orang lain yang berbaring disampingnya sehingga orang itu

mendapat luka-luka. Atau seorang dalam keadaan mimpi mengucapkan kata-
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kata yang bersifat menghina orang lain. Tetapi juga dalam keadaan sadar,
orang dapat melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang,
tetapi tanpa kesalahan seperti, misalnya, orang berjalan pada suatu malam
yang gelap gulita, dan menginjak orang yang kebetulan berbaring di tengah

jalan sehingga orang ini mendapat luka-luka.

Maka harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana. Kesalahan
ini berupa dua macam, yaitu kesatu : kesengajaan (opzet), dan kedua : kurang

berhati-hati (culpa).
B. Mempekerjakan Anak dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pekerja Anak.

Ada sesuatu yang membuat hati ini tergetar ketika kita
memperbincangkan persoalan anak. Apalagi persoalan itu ternyata sesuatu
yang bisa mengganggu tumbuh kembang si anak, berkaitan dengan cita-
citanya, dan masa depannya. Terlebih-lebih bila sesuatu itu, ternyata
memusnahkan selurvh masa depannya, bahkan menyangkut nasib suatu
generasi. Itulah kenyataan yang semakin mudah dijumpai di sekitar

lingkungan kita. Bentuknya, adalah mempekerjakan anak di bawah umur. '

¥ Septi Gumiandri, Memberangus Eksploitasi Komersial terhadap Anak, (Jurnal Pengkajian dan
Penelitian Jender “EQUALITA” Vol. 5 no. 1, 2005), 91
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Pekerja anak dewasa ini banyak menjadi sorotan dikalangan
masyarakat. Namun sebelum membahas tentang definisi pekerja anak perlu
sekiranya mengetahui definisi dari tenaga kerja dan pekerja karena dalam
dunia kerja kedua istilah tersebut, dapat menentukan definisi dari istilah

pekerja anak.

Istilah tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang
mampu melakukan pekerjaan guna meng hasilkan barang dan/ atau jasa baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.? Sedang
istilah pekerja yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain.?'

Pengertian pekerja anak secara umum adalah anak-anak yang
melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau
untuk dirinya sendiri yang membutuhkan scjumlah besar waktu, dengan

menerima imbalan atau tidak.

Dalam pengertian lain juga menjelaskan bahwa yang dimaksud

dengan pekerja anak adalah®? :

» Undang-undang RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta Penjelasannya, 3

% bid, 3

z Panji Yudhaprasetya, Pekerja Anak, (http ://pypanji.wordpress.com/2008/01/30/pekerja-anak)
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a. anak-anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk
dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor Ketenagakerjaan formal
yang melanggar peraturan perundang-undangar yang berlaku, sehingga
anak terhenti sekolahnya dan mengalami kelemahan fisik, mental, ragam
sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami
perlakuan salah (abused), dieksploitasi (exploited), dan ditelantarkan

{neglected).

b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari
nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, disektor
Ketenagakerjaan informal, dijalanan atau tempat-tempat lain, baik yang
melanggar perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban), atau
yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah

dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.

Indonesia sebagai negara berkembang, menjadikan indonesia tidak
lepas dari dunia perindustrian. Dunia industri di indonesia membutuhkan
peraturan untuk melindungi karyawan-karyawan terkait dengan masalah
perlindungan terbadap hak-hak tenaga kerja/ buruh, hak asasi manusia, dan
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam dunia Ketenagakerjaan
demi tercapainya pembangunan perindustrian yang harmonis. Berkaitan

dengan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur hukum positif
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telah mengaturnya, yaitu dalam UU RI No.13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan UU RI No.22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan :

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
Pasal 69

1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dspat dikecualikan
bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15
(lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak
mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial,

2). Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

8. Izin tertulis dari orang tua atau wali,
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali,

Waktu kerja maksimum 4 (empat) jam,

3]

d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah,
e. Keselamatan dan kesehatan kerjs,

£ Adanya hubungan kerja yang jelas, dan

& Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayst (2) huruf a, b, £ dan g
dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Seorang anak boleh dipekerjakan oleh pengusaha dalam usia 13 sampai 15
tahun dengan ketentuan-ketentuan diatas. Dan anak diperbolehkan bekerja

dalam usaha keluargenya dengan atau tanpa perjanjian yang jelas.
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Selanjutnya, berkaitan dengan larangan untuk mempekerjakan anak,

Undang-undang ini lebih menekankan lagi, dalam pasal 74 disebutkan® :

1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatksn anak pada pekerjaan-
pekerjaan yang terburuk.

2) Pekegaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1)
meliputi :

a. Secgala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisaya;

b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan
anak untuk pelacuran, produksi pomografi pertunjukan pomo, atau
perjudian;

c. Scgala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan
ansk untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d. Semua pekerjaan yang membahayakan keschatan, keselamatan, atau
moral anak.

Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga
membahas hal yang serupa. Dalam pasal 13 ayat 1 berbunyi : bahwa setiap
anak seclama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan :

a. Diskriminasi,
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
c. Penelantaran,

B Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta ; PT
RajaGrafindo Persada, 2007), 86
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d. Kckejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
e. Ketidak adilan, dan
£ Perlakuan salah lainnya.

2. Bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang dalam hukum positif

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
telah disebutkan beberapa macam bentuk pekerjaan yang dilarang bagi anak
berdasarkan Keputusat; Menteri. Adapun bentuk-bentuk pekerjaannya

adalah:

a. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan keschatan dan keselamatan

anak:

o Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan

peralatan lainnya meliputi:

Mesin perkakas seperti : mesin bor, mesin gerinda, mesin potong, mesin

bubut.

Mesin produksi : mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun
Pesawat uap seperti : ketel uap, bejana uap

Pesawat cairan panas seperti : pemanas air, pemanas oli

e Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang

meliputi :
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Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik.

Pekerjaan di bawah tanah, di bawah air atau dalam ruangan tertutup

misalnya sumur, tangki
Pekerjaan yang dilakukan di tempat ketinggian lebih dari 2 (dua) meter
Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu

Pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik,

kebakaran dan/ atau peledakan.
e Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia :

Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat bahan

kimia yang berhahaya

Pekerjaan dalam menangani, —menyimpan, mengangkat dan
menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat mudah terbakar dan

mudah menyala

e Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis :
Pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus
Pekerjaan penangkaran binatang buas

e Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu :
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Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan
Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci

Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau

diperairan laut dalam.
Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil
Pekerjaan di kapal

Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah

atau daurulang barang-barang bekas.
Peckerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 — 06.00
b. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak

Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti

pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.

Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang

seksualitas dan /atau rokok.
C. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa

harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak
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sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan
bernegara. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita
bangsa, schingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Tumbuh, dan
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan

diskriminasi.?*

Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah sescorang yang belum
berusia 18 tahum, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan umum untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.?*

Masalah Perlindungan Anak adalah sesuvatu yang kompleks '.dan
menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu
dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang
penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama entar kita.

Sebagai tolak Perlindungan Anak, kita telah memiliki undang-undang

yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Anak.

: Undang-undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, 45
Ibid, 4
* Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989), 11



30

Perlindungan Anak secara umum menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah

sebagai berikut :

1. Pasal4:

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar seauai dengan harkat dan martabat kemanusisan, serta
mendapat perlindungan dari kckerasan dan diskriminasi,

Ini berarti setiap anak mempunyai hak untuk melaksanakan
kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh
kembang dirinya, perlindungan bagi dirinya sesuai dengan bantuan orang
lain. Antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan, dengan demikian
akan terwujud keadilan, oleh karena keadilan adalah suatu kondisi yang
memungkinkan setiap orang melaksanakan hak dan kewajibannya secara

seimbang dan manusiawi.

2. Pasal 5
Setiagp anak berhak atas suatu nama sebsgai identitas diri dan status
kewarganegaraan.

3. Pasal 42 :

1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut
agamanya.

2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannys, agama yang di peluk anak
mengikuti agama orang tuanya.
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Inti dari ayat (2) bahwa setiap anak dapat menentukan agama
pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab,
serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama
yang dipilihnya, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

4.Pasal 44 ayat ayat (1) yang berbunyi :

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggaraksn upaya
kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setisp anak memperoleh
derajat keschatan yang optimal sejak dalam kandungan.

5. Pasal46:

Negara, pemerintah, kelvarga, dan orang tua wajib mengusahakan anak
yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan
/atau menimbulkan kecacatan.

Maksud dari pasal di atas adalah penyakit yang mengancam kelangsungan
hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV / AIDS, TBC, kusta,

polio.

6. Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9
(sembrlan) tahun untuk semua anak.

7. Pasal 50:
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada :

a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat,
kemampuan mental dan fisik sampai mencapai poyensi mereka yang
optimal;



32

b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan
asasi

c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa
dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana ansk bertempat
tinngal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-
beda dari peradaban sendiri;

d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

8. Pasal 56 :

1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dsn perawatan
wafib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

a. Berpartisipasi;

b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani
dan agamanya;

¢. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesvai dengan tshapan
usia dan perkembangan anak;

d. Bebas berserikat dan berkumpul:
e. Bebas beristirahat, bermain berekreasi, dan berkarya seni budaya; dan

£ Memperoleh sarana bermain yang memenubi syarat kesehatan dan
keselamatan.

2) Upaya secbagaimana dimaksud dalam ayat (I) dikembangksn dan
disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan ansk, dan lingkungannya
agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

9. Pasal 59 :

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung
Jjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepads anak dalam situasi
darurat, anak yangberhadapan deugan hokum, anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak
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yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalabgunaan narkotiks,
alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lasinnya (napza), anak korban
penculiksn, penjualan dan perdsgangsn, snak korban kekerasan baik fisik
dan /atau mental, anak yang menyandang cacat, dan ansk korban perlakuan
salah dan penelantaran.

Dalam kerangka yuridis, keberadaan Undang-undang No 23 Tahun 2002
merupakan aturan tentang Perlindungan Anak yaitu mengatur segala kegiatan
umum untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal, memperoleh perlindungan
khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang
secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama :
memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir; mendapat jaminan sosial termasuk
gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan keschatan, menerima
pendidikan perawatan dan perlakuan khusus jika mercka cacat; tumbuh dan
dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sesuai déngan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan baik atas segala
bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan kekerasan maupun segala perbuatan yang

mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.?’

z Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta, Liberty, 1988), 5
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BAB III
TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian tindak pidana (Jarimah)

Pada dasarnya, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek,

atau dosa.?®

Pengertian jarimah (tindak pidana) sebagaimana dikemukakan oleh

Imam Al-Mawardi adalah scbagai berikut :

2 780 a2 e Qe ) e e 2 oy S 031

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang di ggrang oleh syara’ yang di

ancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.

Dari penjelasan tersebut, dapatlah kita pahami bahwa kata madhurat
mengandung dua pengertian. Pertama, larangan berbuat, artinya dilarang
mengerjakan perbuatan yang dilarang. Kedua, larangan tidak berbuat atau
larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang

menurut peraturan harus dia kerjakan.

Ba Djazuli, hukum Pidana Islam, {Bandung : Pustaka Setia, 2000}, 13
® Abu hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Mesir : Musthafa al-Bab al-Halabi, Cetakan ke |il,
1975), 219
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Dalam istilah lain jarimah di sebut juga dengan jinayah. Menurut

Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah sebagai berikut :

wsﬁb,fdujlwﬁgb‘}wczﬂ\,ﬂ,L;,:.r,;ﬂr...wum

“Jinayah adalal suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’,
baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya."®°

Walaupun pengertian antara jinayah dengan jarimah sulit dipisahkan,

dalam pemakian schari-hari, kedua kata-kata tersebut dapat kita dibedakan.

Pada kata jarimah, biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk,
macam, atau sifat dari perbuatan dosa terscbut. Misalnya, pencurian,
pembunuhan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya.
Semua itu kita sebut dengan istilah jarimah yang kemudian dirangkaikan
dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan
istilah jarimah pencurian, jarimah pembunuhan dan jarimah politik bukan
istilah jinayah pencuri, jinayah pembunuhan, dan jinayah politik. Sedangkan
dalam pemakaian kata jinayah lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu
ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan
manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh
karena itu, pembahasan figih yang memuat masalah-masalah kejahatan,

pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan

* Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-jinaiy Al-Islamiy, (Beirut : Dar al-Fikr, Juz I, 1963), 67
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kepada pelaku perbuatan disebut figih jinayah dan bukan istilah figih

jarimah.
2. Macam-macam jarimah

Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian
yang ditinjau dari segi hukumnya. Jarimah di tinjau dari segi hukumnya
terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat,

dan jarimah ta’zir.*'
a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had.
Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir

Audah adalah :

J b U 5 Al 3 yaall pe addy

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’
dan merupakan hak Allah.*’

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah

hudud itu adalah sebagai berikut:

3! Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana iIslam, x
3 Abdul Qadir Audabh, At-Tasyri’ Al-jinaiy Al-Islamiy, 79
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1. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut
telah ditentukan oleh syara’ dan tidek ada batas minimal dan

maksimal.

2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada

hak manusia dismping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman
tersebut tidak bias digugurkan oleh perseorangan (orang yang
menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang

diwakili oleh Negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu :

a. Jarimah zina,

b. Jarimah qadzaf,

¢. jarimah syurb al-khamr,

d. jarimah pencurian,

e. jarimah hirabah,

f. jarimah riddah, dan

g. jarimah pemberontakan.
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Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah gishash dan diat adalah jarimah yang di ancam dengan
hukuman qishash atau diat. Baik gishash maupun diat kedua-duanya
adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya
dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah
(hak masyarakat), sedangkan gishash dan diat merupakan hak manusia
(hak individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena
hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman
tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya,

sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Adapun jarimah gishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu
pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada

lima macam, yaitu :

1. Pembunuhan sengaja ;

2. Pembunuhan menyerupai sengaja ;

3. Pembunuhan karena kesalahan ;

4. Penganiayaan senguja, dan ;

5. Penganiayaan tidak sengaja.
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c. Jarimah Ta’zir

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman
ta’zir. Pengertian ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi
pelajaran. Ta’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal man’u, yang

artinya menolak dan mencegah.*®

Sedangkan pengertian ta’zir menurut istilah, sebagaimana

dikemukakan oleh A-Mawardi adalah :

2y b ¢ 254 s e e b ey

Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang
belum ditentukan hukumnya oleh syars’ >*

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman ta’zir
adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara’, dan wewenang untuk
menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Di samping itu, dari definisi
tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta’zir adalah sebagai

berikut :

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinva, hukuman
tersebut belum ditentukan oleh syara” dan ada batas minimal dan

maksimal.

 Abd Al-Aziz ‘Amir, At-Ta’zir [i Asy-Syari’ah Al-islamiyah, {Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, Cetakan IV, 1969), 52
3 Abu hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Suithaniyah, 236



2. Penentuan huknman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).
Adapun macam-macam hukuman ta’zir adalah :

1. hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid

(dera).

2. hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti

hukuman penjara dan pengasingan.

3. hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan

atau perampasan harta, dan penghancuran barang.

4. hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh wulil amri demi
kemaslahatan umum. Seperti : peringatan keras, dihadirkan dihadapan
sidang, diberi nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan

pengumuman kesalahan secara terbuka.
3. Unsur-Unsur Jarimah

Dalam jarimah memiliki 2 (dua) unsur, yaitu : unsur umum dan unsur

khusus. Adapun unsur jarimah umum, terdiri atas :
1) Unsur formal atau rukun syar’i

Yang dimaksud dengan unsur formal atau rukun syar’l adalah

adanya ketentuan syara’ atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan
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yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum
dinyatakansebagai sesuatu yang dapat di hukum atau adanya nash (ayat)
yang mengancam hukuman tehadap perbuatan yang di maksud.
Ketentuan tersebuat harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan
dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan terscbut datang

setelah perbuatan terjadi ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan.
Unsur material atau rukun maddi

Yang dimaksud dengan unsure material adalah adanya perilaku yang
membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat, atau
adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kalau kita kembalikan
kepada kasus di atas bahwa pencurian adalah tindakan pelaku
memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, tindakan pelaku
tesrbut adalah unsure material yaitu, perilaku yang membentuk jarimah.
Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut sebagai unsur objektif;

yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.
Unsur moril atau rukun adaby

Unsur ini juga disebut dengan a/-mas’uliyyah al jinayyah atau
pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau
pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat
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jarimah (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami
hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang
yang diasumsikan memiliki criteria tersebut adalah orang-orang yang
mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena khithab (panggilan)

pembebanan (taklif)

Unsur-unsur diatas yang sudah disebutkan adalah unsur-unsur yang
bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan
berlaku bagi setiap macam jarimah (tindak pidana atau delik). Jadi, pada
jarimah apapun ketiga unsur tersebut harus dipenuhi. Di samping itu,
terdapat unsur kasus yang ada pada jarimah tertentu dan tidak terdapat
pada jarimah yang lain. Unsur kasus ini merupakan spesifikasi pada
setiap jarimah dan tentu saja tidak akan ditemukan pada jarimah yang
lain. Sebagai contoh, memindahkan (mengambil) harta benda orang lain
hanya ada pada jarimah pencurian*’ atau menghilangkan nyawa orang

lain dalam kasus pembunuhan.>®

* Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-jinaiy Al-Islamiy, 15

% 1bid, 15
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B. Mempekerjakan Anak dalam Hukum Islam
1. Pengertian Pekerja Anak

Islam adalah agama universal yang menyantuni seluruh kebutuhan
manusia. Salah satunya ditunjukan dengan perhatian Islam terhadap masalah
kerja. Dalam Islam pengertian kerja di bagi menjadi dua bagian. Pertams,
kerja dalam arti luas (umum), yakni semua bentuk usaha yang dilakukan
manusia, baik dalam hal materi atau non materi, intelektual atau fisik,
maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan.
Kedua, kerja dalam arti sempit (khusus), yakni kerja untuk memenuhi
tuntutan hidup manusia berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal
(sandang, pangan dan papan) yang merupakan kewajiban bagi setiap orang
yang harus ditunaikannya, untuk menentukan tingkatan derajatnya, baik di
mata manusia, maupun di mata Allah SWT.>’ Dalam melakukan setiap
pekerjaan, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu
diperhatikan. Seperti bekerja dengan baik, jujur, amanat, budi pekerti yang
mulia, bertawakkal kepada Allah dalam segala urusan, dan bersikap adil.*®

Dalam masalah kerja ini, agama Islam telah menetapkan garis besar.
Tidak membiarkan pemeluknya mencari harta sesuka hatinya saja, melainkan

diadakan garis penentuan, mana yang diperbolehkan menurut hukum Islam

Abl Ummu Salmiyah, Etika Kerja dalam islam, (PDF; http://spesialis-torch.com, 2008), 1
 Abdurrahman bin $a’ad adI- Dlarman, Figih Pekerja, (Rembang; Daarul Wathan, 2005), 14



dan mana yang tidak diperbolehkan, ditinjau dari kepentingan umum.
Pembagian ini berlandaskan pokok pendirian, bahwa segala jalan dan cara
untuk memperoleh harta, kalau disitu kedua belah pihak mendapat manfaat
dan dilakukan dengan kerelaan satu dengan yang lain serta menurut

keadilan.”® Allah berfirman dalam Surat an-Nisa’ ayat 29-30 sebagai berikut
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Artinya ; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antars kamu. Dan
Janganlah kamu merabunub dirimu; sesungguhnya Allah sdalah Maha
penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar
hak dsn anigys, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam
neraka.yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*

Larangan membunuh diri dalam ayat tersebut diatas mengandung dua
pengertian yaitu: pertama, melarang yang satu membunuh yang lain. Kedua,
melarang membunuh diri sendiri. Kesimpulannya setiap perbuatan yang
membinasakan orang lain guna mencari keuntungan sendiri, berarti merusak

orang lain dan akibatnya membukakan jalan kerusakan bagi dirinya sendiri.

¥ Fahruddin HS, Mencari Karunia Allah, (Jakarta; Rineka Cipta, 1992), 54
“© Departemen Agama R, I-Qur'an dan Terjemahnya, 122
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Mengenai pekerja anak, istilah itu sendiri senantiasa memunculkan
berbagai interpretasi yang lebih menjurus kepada soal-soal negatif, seperti
isu kemiskinan, keterpaksaan dan kekerasan. Nabi sangat menyadari posisi

dilematis ini, karena itulah beliau menyatakan :
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Dari kata idza lam yajid saraqa dapat dipahami bahwa fenomena
pekerja anak bukanlah fenomena normal. Semua itu lahir dari kemiskinan,
yang jika tidak terpenuhi mereka akan terjebak pada pencurian.

Termasuk dalam kategori melindungi keselamatan dan keschatan kerja
adalah dengan memberinya hak istirahat. Selaras dengan misi Islam untuk
menghilangkan eksploitasi terhadap makhluk, termasuk anak. Tidak memberi
kesempatan istirahat secara cukup terhadap amak termasuk bagian dari
eksploitasi, yang merupakan kesalahan besar dan bertentangan dengan fitrah
kemanusiaan. Dalam al-Qur’an Allah berfirman :
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Artinya”... Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan
(sckedar) apa yang Allah berikan kepadanys. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.  (QS. at -Thalaq : 7)

Sejalan dengan kaidah fighiyah yang berbunyi ;

tuligrlz,_’lﬁf.@oulﬂ\ga

“ Malik Ibnu Annas, al-Muwattha’, (Beirut; Dar al-Fikr, 1998), 595
“@ Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemahnya, 946
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Artinya : “Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik kermaslahatan” ¥
iy al

Artinya : “Kemadbaratan itu harus dibilangkan”*

Di Indonesia praktek pekerja anak mendapat sorotan tajam dari
puluhan ulama Nahdlatul Ulama (NU). Dalam Rapat Kerja Nasional
Rakernas) Pengurus Pusat Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU) di taman
wiladatika, cibubur, pada hari selasa-rabu  (4-5/9). Mereka
memperbincangkan berbagai problematika yang terjadi dimasyarakat dan

kemudian merumuskan fatwa.

Salah satunya adalah mengenai mempekerjakan anak di bawah umur.
Wakil Sekertaris LBMNU, KH Arwani Faishal mengatakan : “para kiai
sepakat bahwa mempekerjakan anak di bawah umur pada dasamya
diperbolehkan terutama bagi keluarga miskin. Asalkan, tidak melalaikan
pendidikan anak. Namun jangan sampai anak dieksploitasi, diperas tenaganya

demi melakukan pekerjaan yang tidak layak seperti mengamen dijalanan

3 Nazar Bakry, Figh dan Ushul Figh, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Jaya, 1994), 121
“1bid, 115
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yang resikonya besar. Jika itu terjadi, apalagi sampai diancam atau mendapat

kekerasan fisik / psikis, maka haram hukumnya.™*

Ditinjau dari segi fikih masalah nafkah, anak mempunyai kewajiban
dasar kepada orang tuanya yaitu; menurut Maliki, anak wajib memberikan
nafkah kepada orang tuanya, bahkan menambahkan seorang anak yang kaya
juga wajib memberi nafkah kepada khadam (pelayan) ayah ibunya yang
miskin sekalipun mereka berdua tidak membutuhkan pelayan. Hanafi; anak
wajib memberi nafkah kepada orang tuanya, akan tetapi anak yang miskin
tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena
miskinnya anak menafikan kewajibannya. Imamiyah dan syafi’l ; para anak
wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan seterusnya ke atas

baik mereka itu laki-laki maupun perempuan.*

Dari kesimpulan diatas hakikatnya seorang anak yang masih di bawah
umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada

keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri.

Batasan kedewasaan dalam Islam telah dijelaskan oleh Rasulullah yaitu

umur 15 tahun dalam hadis Nabi sebagai berikut :

s Republika, “Ulama NU sebagai Pemberi Fatwa bagi Umat, dalamRapat Kerja Nasional Rakernas.
Pengurus Pusat Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU),” dalam

http://www.infoanda.com/id/link.ohp?lh=BwNWBQFQVFJS (9 Jul 2010)
* Jawad Mughaniyah, Terjemah Figih Lima Mazhab, 431-432
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Artinya; “Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a: Rasulullah Saw. Memeriksa

saya pada waktu akan pergi ke Perang Uhud, sedangkan saya ketika itu masih
berumur empat belas tahun, lalu belisu tidak memperbolehkan saya turut
berperang. Kemudian pada waktu aksn pergi ke perang khandaq, beliau
memeriksa saya lagi, scdangkan saya ketika itu berumur lima belas tahun,
maka beliau memperbolebkan saya turut berperang. Nafi’ berkats, kemudian
saya pergi menemui “umar bin Abd al-aziz, yang ketika itu dia sudah menjadi
khalifah, dan menceritakan hadis terscbut kepadanya. Kemudian dia berkats,
hadis inilah yang menjelaskan batas anak kecil dan dewsss. Kemudian dia
menulfs surat kepada semua pegawainya agar mercka mewajibkan anak Yyang

sudah berumur lima belas tahun untuk malskukan perintah agama, sedangkan

anak yang masih berumur di bawahnys berads dalam tanggungan

keluarganya”*’

Dalam Ushul Figih juga terdapat prinsip kemaslahatan yang
dipergunakan dalam menetapkan suatu hikum Islam. Yaitu mas/ahah
mursalzh. Berangkat dari pengertian maslahal mursalah yang merupakan
penggabungan dari kata mas/ahah yang berarti “sesuatu yang mendatangkan
kebaikan” dan kata rmursalah yang berarti  diutus, dikirim, atau dipakai
(dipergunakan)”. Perpaduan dua kata menjadi mas/shah mursalah yang

berarti “prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan

* Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin lbrahim, Shahih Bukhari Il, (Beirut; Dar Ihya’ al-Ulum,
1988), 58
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suatu hukum Islam.*® Mas/ahah mursalah mempunyai prinsip dasar
perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia dalam hal ini untuk
menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) yang
dapat terjadi pada anak dibawah umur yaitu prinsip “mas/ahah dharuriyah”
Maslahah dharuriyah adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya
kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan,
kerusakan merajalela, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-
perkara ini dapat dikembalikan kepada (5) lima perkara yang merupakan

perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu:

a. Memelihara agama adalah kewajiban jihad, menjalankan perintah agama

dan menjauhi larangannya.

b. Memelihara jiwa adalah kewajiban untuk mberusaha memperoleh
makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidup untuk
tujuan memelihara jiwa manusia agar dapat hidup, tumbuh dan
berkembang secara layak yaitu adamya keadilan dalam pemenuhan
kebutuhan dasar (hak atas penghidupan, pekerjaan, kemerdekaan,

keselamatan, bebas dari penganiayaan, kesewenang-wenangan).

. Memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras

dan segala sesuatu yang memabukkan. Disini manusia diwajibkan

“8 Chaerul Uman, Ushul Figh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 137
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memelihara akalnya dari sesuatv yang dapat merusak fungsi akal,
minuman keras misalnya karena akal adalah sesuatu yang membuat kita
menjadi manusia paling sempurna dan membedakan kita dari makhluk-

makhluk ciptaan Allah yang lainnya.

d. Memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari
berbuat zina. Disini manusia diwajibkan memelihara kemumnian

keturunan dan generasi penerus yang berkualitas.

e. Memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian, larangan
riba serta keharusan bagi orang untuk mengganti harta yang telah
dilenyapkan kepada pemiliknya. Termasuk juga pengaturan dalam hal
muamalah, pengakuan formalitas atas hak milik untuk menjaga

perekonomian bangsa.
2. Bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang dalam hukum Islam

Bahwasannya ada beberapa macam pekerjaan yang di larang
mengerjakannya oleh agama Islam kepada pemeluknya, karena ada bahayanya
kepada masyarakat, berkenaan dengan akidah, budi pekerti, kehormatan diri

dan nilai peradaban. Adapun bentuk-bentuk pekerjaannya adalah*:

* Fahruddin HS, Mencari Karunia Allah, 27
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1. Pelacvran

Dalam agama Islam telah menolak dengan sangat dan tidak
memperbolehkan perempuan merdeka atau hamba sahaya berusaha

memperdagangkan dan menjual dirinya dengan melacur.

Penduduk masa jahiliyah mewajibkan kepada hamba sahaya
perempuan kepunyaannya, berupa pembayaran harian yang mesti di bayar

penuh kepada tuannya, biar didapat dengan jalan bagaimanapun.

Setelah datang agama Islam, dilarangnya putera/puterinya
mengerjakan pekerjaan yang rendah dan hina itu. Diperingatkan kepada
siapa yang mempunyai hamba sahaya perempuan, supaya jangan

menyuruhnya hidup melacur, sebagai disebutkan dalam firman Tuhan :

P .‘4, 4 - 7 rErd > = - “ 1 - .“' . "’,,’,
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“Dan janganlah kamu paksa sahaya perempuan itu melakukan perzinaan,
kalau mereka ingin kesucian dirinya karena kamu ingin mencari keuntungan
hidup di dunia.”™ (QS. An-Nur : 33)

Diriwayatkan dar Ibnu Abbas, bahwa Abdullah bin Ubay (pemuka
kaum munafik) datang kepada Rasulullah membawa sahaya perempuan
yang amat cantik, bernama Nu’adzah. Dia berkata : Ya Rasulullah! Ini
adalah untuk anak-anak piatu si Anu. Apa tidak lebih baik, engkau suruh
dia melacur, supaya mereka (anak-anak piatu itu) memperoleh keuntungan

dan manfa’at dari hasilnya? “Nabi menjawab : “Tidak!”.

Dengan tegas Nabi melarang usaha yang kotor dan hina ini, biarpun
tujuan apa saja yang mendorongnya, walaupun disebut untuk satu
keperluan, keadaan memaksa atau mencapai suatu tujuan baik, karena Nabi
hendak memelihara masyarakat Islam, supaya tetap bersih dari perbuatan

yang begitu keji dan hina.
2. Pertunjukan tari-tarian yang merangsang nafsu

Demikian pula agama Islam tidak membenarkan pertunjukan tari-
tarian dan dansa yang menimbulkan syahwat dengan bertelanjang atau
sctengah telanjang. Seterusnya pertunjukkan dan gambar-gambar cabul,

walaupun setengah orang dapat menamakannya dengan kesenian dan

1

* Departemen Agama R|, al-Qur'an dan terjemahnya, 549
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menganggapnya termasuk kemajuan dan peradaban modern atau nama-

nama lain yang enak di dengar.

Agama Islam melarang setiap hubungan kelamin antara wanita dan
pria di luar perkawinan, dan melarang sesuatu yang menimbulkan pintu
hubungan yang terlarang itu. Inilah rahasianya larangan Qur’an terhadap
perzinaan dengan perkataan : “Jangan didekati” sebagaimana disebutkan

dalam ayat :

L
S - gL @ 2% a2l G-
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“Dan janganlah kamu dekati perzinaan, sesungguhnya perzinaan itu
suatu perbuatan keji dan jalan yang salah.”” (QS. al-Isra : 32)

3. Perusahaan minuman keras

Sebagaimana telah kita ketahui , bahwa agama Islam melarang setiap
ikut serta dalam mengembangkan minuman keras, seperti membuatnya,
membaginya dan meminumnya. Demikian pula membuat perusahaan candu,
morfin, narkotik, ganja dan sebangsanya, benda yang menyebabkan

kelemahan akal dan pikiran. Agama Islam tiada menyukai pemeluknya

5 Departemen Agama R|, a/-Quran dan terjemahnya, 429
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untuk bekerja dalam perusahaan membuat barang yang haram atau

memperkembang hal yang haram.
C. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, Perlindungan Anak memiliki makana
fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan
perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia
dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi,pembentukan umat, dan
pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban
(madaniyah).”® Semua ini dimaksudkan agar manusia berada pada sistem sosial
yang tinggi, yaitu selalu berada dalam garis perjuangan penyelamatan manusia
dari kegelapan, kebodohan, kesesatan dan kekacauan menuju cahaya kebenaran

Allah sebagaimana dalam firmannya :
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2 1bnu Anshori, Perlindungan Anak Dalom Agama Istam, (Jakarta : Komisi Perlindungan Anak
Indonesia, 2006), 1
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“Sesungguhnya telah dstang kepadamu cahaya Allah, dan kitab yang
menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki  orang-orang yang
mengikuti keridhaan-Nya ke Jalan-jalan keselamatan, dan (dengan kitsb itu
pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang
terang benderang dengan seizin-Nys, dan menugjuki mereka ke jalan yang
lurus.”® (QS. Al-Maidsb: 15-16)

Hakekat Perlindungan Anak dalam Islam adalah penampakan kasih
sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian
perlindungan dari tindakan kckerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian
halnya, Perlindungan Anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang
dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa
sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua
kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan
kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkaf dan
maratabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah, Al-Qur’an

menggambarkan perasaan itu dengan gambaran yang begitu indah:

’/ P ."‘
-

”’,‘/ 3-f :d - ""," b4 |”-‘ i -1 » 2 (7% ! -
Glar1 oo nel 83 God3d) Uaiil O G d €55 0l sa; il
#, - — .g)'

@ L‘l"} \_)3"}""[:‘

“Dan orang-orang yang berkats, “ Ya Tuhan kami, anugerahkanlah
kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami),

53 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 161
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dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.’™ (QS. al-F urqgan :
74)

Dalam diri orang tua, Allah menanamkan perasaau cinta dan kasih sayang
terhadap anaknya. Perasaan maupun rohani, serta melindungi anak dari setiap
tindak kekerasan dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang
anak schingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk
meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak dikemudian hari. Betapa pentingnya

peran kasih sayang orang tua pada tumbuh kembang anak.

Perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anak disamping sebagai
kewajiban illahi bagi kepentingan anak, juga merupakan modal utama bagi para
penyelenggara Perlindungan Anak. Bagaimana orang dapat memberikan
perlindungan terhadap anak jika di dalam hati mereka tidak pemnah ada perasaan
mencintai dan menyayangi anak. Kasih sayang terhadap anak tidak bolch
disimpan saja dalam hati, tetapi harus dikomunikasikan. Rasulullah SAW
mengungkapkan kasih sayangnya tidak saja secara verbal atau dengan kata-kata,

namun juga dengan perbuatannya.
Penyelenggaraan perlindungan bisa melalui beberapa prinsip, yaitu :

a. Non-Diskriminasi

54 Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya, 569
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Prinsip non-diskriminasi (non-discrimination) dalam Perlindungan
Anak adalah perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku,
agama, ras, jenis kelamin dan status soaial lainnya. Prinsip ini didasarkan
pada dua hal, pertama. faktor fitrah manusia, bahwa pada hakekatnya anak
dilahirkan sama hak asasinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Perbedaan
tersebut terjadi semata-mata karena konstruk sosial masyarakat yang
mewarnai perjalanan dan perkembangan anak. Kedua: faktor sejarah, bahwa
pengalaman peradaban manusia baik di Barat maupun di Timur banyak

dilatarbelakangi oleh konstruk dan praktek diskriminatif yang bias gender.

Misalnya pada zaman jahiliyah, anak perempuan tidak diterima
sepenuh hati oleh masyarakat secara umum. Al-Qur’an merekam pandangan
dan praktek jahiliyah mulai dari yang paling ringan yaitu bermuka masam
jika disampaikan berita kelahiran anak perempuan, sampai kepada yang
paling parah yaitu membunuh bayi-bayi perempuan. Terhadap hal ini Al-
Qur’an mengecam keras. Kecaman-kecaman itu antara lain dimaksudkan
untusk mengantar mereka agar menyadari bahwa kedua jenis kelamin anak
masing-masing memiliki keistimewaan dan tidaklah yang satu lebih utama

dari yang lain.
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Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non-
diskriminasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ditandai
dengan seruan untuk berlaku adil pada anak. Berikut ayat-ayat Al-Qur’an

yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-

anaknya :
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“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa,. " (Qs. Al-
Maidah:8)

b. Hak hidup, kelangsungan dan perkembangan

Pertama, hak hidup. Dalam pandangan Islam bahwa hak hidup,
keberlangsungﬁn dan hak perkembangan adalah melekat pada setiap diri
anak, dan mutlak adanya sebagai dasar untuk memberikan pemenuhan dan
perlindungan atas kehidupan mercka. maka tidak mengherankan apabila
Allah SWT mengecam keras orang-orang yang tidak menghargai hak asasi
manusia, misalnya melakukan pembunuhan lebih-lebih pada anak seperti

sampai sckarang masih banyak terjadi diberbagai belahan dunia dimana

5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 159
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Islam telah menentangnya sejak zaman jahiliyyah. Dalam Islam, hidup

adalah pemberian Allah, sebagaimana dikatakan dalam firmannya:

- 3 v '."I . 3 ”;1’
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“Dan sesungguhnya benar-benar Kamilsh yang menghidupkan dan
mematiken dan Kamilah (pulalah) yang mewarisi. " (QS. al-Hijr : 23)

Kedua, menjamin kelangsungan hidup anak. Dalam Islam anak
adalah anugerah dan amanah Allah SWT .anak merupakan kekayaan bagi
keluarga dan bangsa, yang memiliki fungsi strategis sebagai pemilik dan
penerus generasi di masa yang akan datang. Kebutuhan alami seorang anak
adalah mendapatkan kasih sayang terutama dari orang tuanya sendiri.
Memenuhi kebutuhan dasar anak demi keberlangsungan dan perkembangan

anak. Diantaranya adalah kebutuhan sandang, papan dan pangan.

Ketiga, menjamin perkembangan anak. Hal ini dapat dilakukan
dengan cara mendidik anak. Dengan pendidikan anak dapat berkembang
secara sempurna baik pemikiran, maupun sikap dan perilakunya. Pendidikan
yang bersifat komprehensif, yaitu pendidikan yang diarahkan untuk

pembangunan kemampuan intelcktual, mental dan spiritual.

c. Penghargaan terhadap pendapat anak

% Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 392
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Menyimak keadaan lahiriahnya seorang anak adalah manusia yang
belum dewasa yang masih tumbuh dan berkembang. Keadaan ini tidak
berarti mesti menghilangkan perannya dalam kehidupan. Melibatkan anak
dalam kehidupan nyata diantaranya dengan menyertakannya untuk
menyampaikan pendapat. Ada satu ungkapan bahwa setiap kepala punya
pendapatyang khas (likulli ra’s ra’y). Ungkapan ini tidak hanya berlaku bagi
orangdewasa tetapi juga bagi anak-anak. Dalam kehidupan nyata pun sering
dijumpai betapa pertimbangan anak untuk berbagai persoalan kehidupan
patut dimintakan sebelum suatu keputusan diambil. Misalnya, melibatkan
pertimbangan dan pendapat anak dalam musyawarah keluarga sangat

berpotensi untuk menjadi jalan keluar atau solusi yang cerdas.
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BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK
DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah
Umur dalam Perspektif Hukum Positif,

Anak adalah manusia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai
manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak
dan kewajibannya sebagai warga Negara yang rasional, bertanggung jawab dan
bermanfaat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam
Undang-Undang dijelaskan bahwa yang di maksud anak adalah seorang yang
belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu
artinya, mereka belum bisa mencukupi kebutuhannya secara sendiri, dan inilah
yang menjadi tugas bagi Negara, pemerintah, wali dan/ atau orang tua agar anak
bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun dalam kenyataan yang kita
lihat sekarang bahwa masih banyak anak yang belum bisa merasakan hak-hak
nya hanya karena mereka harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Baik
kebutuhan sendiri, orang tua dan/ atau orang lain. Dengan melihat fenomena
seperti itu maka timbullah pertanyaan bagaimana tindak pidana mempekerjakan

anak di bawah umur menurut hukum positif ?
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Menurut hukum positif praktek mempekerjakan anak adalah suatu bentuk
tindak pidana kejahatan. Maka untuk menjerat pelaku tindak pidana
mempekerjakan anak di bawah umur menurut hukum positif terdapat pada

pasal-pasal sebagai berikut :

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 301 menyebutkan
: “Barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang
di bawah kckuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tabun,
padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan
atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau ysng dapat merusak kesehatannya, di
ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68
menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Adapun sanksi
bagi para pelanggarnya adalah akan dikenakan pasal 185 yang memuat
ketentuan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4
(empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.00, (seratus juta

rupiah) dan paling banyak 400.000.000.00, (empat ratus juta rupiah)

Dalam pasal 74 juga menyebutkan bahwa siapapun dilarang
mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, seperti
: perbudakan, pelacuran, produksi pornografi, perdagangan minuman keras,
psikotropika, dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak maka akan dikenakan ketentuan pidana pada pasal
183 yakni akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun

dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.
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200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000.00,

(lima ratus juta rupiah).

Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 88
menyebutkan : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling

banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Dari beberapa ketentuan pidana yang sdah di sebutkan diatas maka sudah
bisa dikatakan relevan dikenakan bagi para pelaku tindak kejahatan praktek
pekerja anak. Mengingat anak adalah seorang yang harus dilindungi dari segala

macam bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Adapun diberlakukan ketentuan pidana di atas adalah untuk melindungi
kepentingan anak tersebut. Bahwa undang-undang melarang setiap orang
menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang di atas.

. Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
Anak adalah buah hati, belahan jantung bagi setiap orang dalam hidupnya.

Kehadiran seorang anak akan mengubah segalanya menjadi baru. Kepada



mereka setumpuk asa ditambatkan, berkat mereka pula segenap kebaikan akan
dilipatgandakan, begitu pula keberkahan, rezeki, rahmat, serta pahala.’’ Sudah
menjadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk memberi kasih sayang sepenuh
hati agar perkembangannya berlangsung secara normal.

Dalam pandangan Islam kasih sayang orang tua tidak akan bernilai
sempurna jika tidak bisa seimbang. Adapun yang juga diperhatikan adalah
memberikan penghidupan yang layak. Mencari nafkah untuk menggairahkan
hidup mutlak harus diusahakan karena menelantarkan anak-anak dalam
kesulitan ekonomi adalah hal yang tidak baik. Apalagi sampai membiarkan
seorang anak harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sesuai
dengan hadis Nabi :
b6, all n (Sl y 81 (o SCie 130 gy G 2 3 06s oS il 1,35 Y

(B oy )l b
Dari kata idza lam yasjid saraga dapat dipahami bahwa fenomena

pekerja anak bukanlah fenomena normal. Semua itu lahir dari kemiskinan,

yang jika tidak terpenuhi mereka akan terjebak pada pencurian.

Sejalan juga dengan kaidah fighiyah yang berbunyi

iz, el

Artinya : “Kemadharatan itu harvs dihilangkan”

7 Muhammad Ali al-Hasyimi, Sosok Pria Muslim, (Bandung : Trigenda Karya, 1997), 108
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Mengingat Islam adalah agama rahmatan lil’slamin yang selalu menjaga
manusia dalam kehidupannya dari segi apapun, baik dalam agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta sekalipun.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa ditinjau dari segi
hukum pidana Islam mempekerjakan anak di bawah umur adalah sebuah tindak
pidana kejahatan, termasuk juga pelanggaran hak asasi manusia. Maka jelas
kejahatan mempekerjakan anak di bawah umur merupakan pidana atau dalam
hukum Islam di sebut tindak jarimah. Namun karena dalam syara’ atau nash al-
Qur’an maupun as-Sunah tidak menyebutkan dan sekaligus mengatur jarimah
mempekerjakan anak di bawah umur secara eksplisit seperti jarimah hudud dan
jarimah ghishash/ diyat, maka kejahatan mempekerjakan anak di bawah umur
termasuk jarimah ta’zir, yang mana bentuk atau macam jarimah serta hukuman
(sanksi) jarimah ini ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. |

Hukuman ta’zir harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan

dalam kaitan ini ada sebuah kaidah :

ol aa ) gy 505

“Ta'’zir harus ditentukan dengan tuntutan kemaslabatan’®
Pemerintah bebas berijtihad untuk menentukan apa yang hendak
dijatuhkan kepada pembuat jarimah, sesuai dengan macam jarimahnya dan

keadaan si pembuat jarimah. Namun pemberian kekuasaan kepada hakim dalam

%% Ahmad Djazuli, Figh Jinayah “upaya menaggulangi kejahatan dalam Islam”, 166
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menangani jarimah ta’zir, tidak berarti bahwa dia dapat berbuat seenaknya
(tabkumiyah). Misalnya, seorang hakim menjatuhkan hukuman terhadap
tindakan itu tidak semestinya. Hal ini karena pada dasarnya, semua jarimah
telah memiliki aturan, sedangkan pemberi kekuasaan bagi hakim adalah memilih
hukuman yang sesuai dengan keadaan schingga akan mencerminkan isi

hukuman itu sendiri dan menerapkan keadilan bagi seluruh manusia.

Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah
Umur dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
1. Persamaan
Tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam
perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam mempunyai banyak
persamaan.  Seperti sama-sama mempunyai konotasi bahwa
mempekerjakan anak di bawah umur adalah sebagai bentuk tindakan
yang dilarang, scbagai bentuk tindak pidana kejahatan, melanggar aturan
hukum, hak asasi manusia dan menimbulkan sanksi. Dalam hukum
keduanya telah dijelaskan larangan mempekerjakan anak di bawah umur
untuk melakukan bentuk pekerjaan yang bisa merusak kesehatan,
keselamatan, dan moral anak.
Tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam
perspektif hukum positf dan hukum pidana Islam termasuk pada tindak

pidana kejahatan. Hal ini bisa dilihat sebagaimana dalam Undang-
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Undang Ketenagakerjaan pasal 185 ayat (2) bahwa barang siapa telah
melanggar pasal 74 ayat (1) yaitu tentang larangan mempekerjakan anak
pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, ia sudah bisa dikategorikan scbagai
pelaku tindak pidana kejahatan. Sebagaimana dalam hukum Islam juga
menjelaskan larangan mempekerjakan anak di bawah umur, karena hal
terscbut bisa menjerumuskan anak pada tindak pidana kejahatan.
Sebagaimana salah satu bunyi hadis :

o o Sley B o Sis 131 1y B g b B Gsls S il 1,085 Y,
(L a\)J)l.g_ug_)u: Lﬁ.r.ﬁ Uall

Seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana jika sudah
memenuhi beberapa unsur tindak pidana, dalam hukum positif unsur
tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, dimana
unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak
pidana, dimana “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Unsur
yang kedua, unsur objektif yang merupakan unsur yang terdapat dari luar
diri pelaku yang meliputi perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia,
keadaan-keadaan pada umum nya dan sifat dapat dihukum dan sifat
melawan hukum.

Hukum pidana Islam juga mengenal adanyu unsur tindak pidana atau rukun
jinayah, dimana kalau salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan

tidak dapat dikategorikan scbagai perbuatan jingyah. Dalam figih jinayah ada tiga unsur
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umum yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan jinayah, yakni :
pertama, unsur formal atau rukun syar’/ dimana harus ada ketentuan syara’ atau nash
yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan yang oleh hukum
dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum, kedua unsur material atau rukun madds
dimana harus ada perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau tidak
berbuat, ketigs, unsur moril atau rukun adaby dimana suatu perbuatan pidana harus ada
yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan meskipun unsur-unsur dalam hukum
positif dan hukum pidana Islam secara tersirat tidak sesuai, akan tetapi secara tersurat

unsur-unsur keduanya sesuai.

2. Perbedaan

Selain mempunyai persamaan antara hukum positif dan hukum
pidana Islam juga mempunyai perbedaan. Seperti dalam ketentuan
pidana yang telah di berikan, kalau dalam hukum positif sudah jelas
sanksinya ada dua macam , yaitu : penjara dan denda, berdasarkan
seperangkat aturan sanksi-sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar
ketentuan hukum positif tersebut berupa pasal demi pasal yang sangat
terperinci. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, mengenai hukuman
terhadap orang yang melakukan tindak pidana mempekerjakan anak di
bawah umur telah di atur dalam hukuman jarimah, yaitu ta’zir. Yang
bersumber pada Al-Qur’an dan hadis Nabi S.A.W. seperti yang kita tahu

bahwa bentuk hukuman ta’zir sangatlah luas, dari yang terberat sampai
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yang teringan. Seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman
kurungan, jukuman jilid, hukuman denda, dan pengasingan.

Begitu juga dalam segi penjabarannya, kalau dalam hukum positif
masalah tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur di bahas
lebih khusus dan terperinci pasal demi pasal. sedangkan dalam hukum

pidana Islam tidak terperinci dan hanya di bahas sebahagian saja
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai tindak pidana mempekerjakan anak di bawah

umur dalam perspektif hukum positif dan hukwin pidana Islam yang telah

disajikan oleh penulis di atas maka dapat disimpulkan :

1.

Bahwa mempekerjakan anak di bawah umur dalam perspektif hukum
positif adalah suatu tindak kejahatan. Di mana seorang anak yang
seharusnya mendapatkan haknya dalam mengisi waktu sehari-hari dengan
mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak, mereka harus
berhadapan dengan kerasnya dunia kerja. Fenomena tersebut jelas
melanggar Undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, Pemerintah sudah
memiliki Undang-Undang yang bisa melindungi anak-anak dari praktek
tersebut. Setidaknya ada dua Undang-undang yang bisa digunakan yaitu
UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kedua undang-undang tersebut telah
dijelaskan larangan mempekerjakan anak di bawah umur begitu juga dengan

ketentuan pidananya bagi para pelaku yang melanggarnya.

. Islam adalah agama universal yang menyantuni seluruh kebutuhan manusia.

Salah satunya ditunjukan dengan perhatian Islam terhadap masalah kerja.
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Fenomena pekerja anak scbenarnya adalah fenomena yang tidak Islami.
masa kanak-kanak adalah masa-masa bermain penuh keceriaan dan tanpa
beban. Masa kanak-kanak adalah hak bagi setiap anak untuk mengalaminya.
Bila sejak kecil saja mereka sudah dibebani beban ekonomi, maka akan
menyebabkan tumbuh kembang anak yang tidak baik, sesuai dengan
maslahah mursalah yang menggunakan prinsip maslahah dharuriyah yaitu
membahayakan keselamatan jiwa anak di bawah umur dan membahayakan
keturunan, maka dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dalam
hukum pidana Islam.

3. Persamaan dan perbedaan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah

umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam adalah :
¢ Fersaman

Masalah mempekerjakan anak dalam hukum positif dan hukum
pidana Islam mempunyai konotasi yang sama, yaitu sebagai bentuk
tindakan yang dilarang, melanggar aturan hukum, hak asasi manusia
dan menimbulkan sanksi. Dalam keduanya juga membahas larangan
mempekerjakan anak disertai dengan jenis-jenis pekerjaan yang di

larang untuk anak di bawah umur.
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e Perbedaan

Selain persamaan juga pasti ada perbedaan. Seperti, dalam
pemberian sanksi pada pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di
bawah umur. Di mana dalam hukum positif sudah jelas disebutkan
secara terperinci bahwa sanksi yang akan diberikan adalah berupa
penjara ataw denda. Sedangkan dalamn Islam adalah berupa ta’zr,
seperti yang kita tahu bahwa hukuman ta’zir adalah hukuman yang
bentuk sanksinya sangat luas, seperti : hukuman Jera, Jilid, bahkan

hukuman mati sekalipun.

Begitu juga dalam segi penjabarannya, kalau dalam hukum positif
masalah tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur di bahas
lebih khusus dan terperinci pasal demi pasal. sedangkan dalam hukum

pidana Islam tidak terperinci dan hanya di bahas sebahagian saja

B. Saran-saran
1. Hendaklah mahasiswa fakultas syariah terutama jurusan siyasah jinayah
mengkaji lebih lanjut terhadap masalah mempekerjakan anak di bawah umur
yang sedang terjadi dalam masyarakat sekarang baik dari perspektif hukum
positif maupun dari perspektif hukum pidana Islam, sehingga akan mempunyai
wawasan yang luas tentang permasalahan pekerja anak. Dengan

memperbanyak wawasan-wawasan hukum positif dan hukum pidana Islam
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sehingga akan mengetahui bahwa hukum positif dan hukum pidana Islam itu
tidak sempit.

2. Masyarakat, khususnya umat Islam hendaknya berhati-hati dengan fenomena
yang sedang terjadi sckarang, yaitu maraknya fenomena mempekerjakan anak
di bawah umur. Karena praktek mempekerjakan anak di bawah umur rentan

dengan kejahatan.
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